~ A TUNGU e

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a.bahwa pedoman Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan
diberlakukannya D tentang Badan Layanan Umum

Daerah, maka perlu di lakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3518);



2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun

2012 Nomor 12);

7.Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun

2012 Nomor 3);



Menetapkan

8. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota

Tangerang Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Walikota adalah Walikota Tangerang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Tangerang.



10.

11.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Tangerang.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tangerang.

Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan
operasional yang diterima oleh Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang yang berasal dari jasa layanan yang
diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama
dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum
dalam neraca Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada
akhir suatu tahun buku tertentu.

Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD yang
selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang
selanjutnya disebut RBA adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
BLUD RSUD yang berisi program, kegiatan, target
kinerja dan anggaran BLUD RSUD;



2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal

3 berbunyi sebagai berikut :

(2)

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan

Pengawas.

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh
BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut
laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir
atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun

terakhir.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah,

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 4

Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga)
orang atau S (lima) orang disesuaikan dengan nilai
omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara
Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan

Pengawas.

Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang
apabila BLUD RSUD telah memiliki :

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.
30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (serratus lima
puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.

500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).



